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BERIT A DAE RA 
KOTA PEKALON l N 

T HUN 200 '3 NOM I R 12 

TENTANG 

PENETAPAN REKENI G GIRO SATUAN KERJA P ~ANGKAT DAERAH PADA 
LINGKUN AN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 

WALIKOTA PEKALONGA \II 

a. bahwa dalam angka pelaksanaan Anggara I \Pendapatan dan Selanja Daerah Kota 
Pekalongan, B ndahara Umum Daerah be I enang untuk memantau pelaksanaan 
penerimaan da pengeluaran APBD oleh b ·r k dan/atau lembaga keuangan la,nnya 
yang telah ditu juk; \ 

b. bahwa berdas rkan pertimbangan sebagaill ana dimaksud dalam huruf a, maka 
dalam rangka ~elaksanaan APBD, penetap rekening giro Satuan Kerja Perangkat 
Daerah pada ingkungan Pemerintah Kot Pekalongan perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Wali ota; 

1. Undang-Undan Nomor 16 tahun 1950 tent . ng Pembentukan Daerah-daerah Kota 
Besar dalam L ngkungan Propinsi Jawa T 

1

1 ur, Jawa Teng ah , Jawa Barat dan 
Daerah lstime a Jogjakarta Jo. Peratura Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 
tentang Peruba an batas Wilayah Kotamady Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II 
Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 T · ntang Keuangan Negara (Lembaran 
Negarn Republi Indonesia Tahun 2003 No or 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tenta g Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republi Indonesia Tahun 2004 No I or 5, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor4355); 

4. Undang-Undang No:r1or 15 Tahun 2004 Te tang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab euangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 6G, ambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ; . 

5. Undang-Undang omor 32 Tahun 2004 Tent 
1
ng Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norn r 125, Tambahan Lembaran Negara 

2005 tentang Pe etapan Peraturan Pemerint Pengganti Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2005 te tang Perubahan Undang-Un ang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan D erah menjadi Undang-Un , ang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tam han Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 548) ; 

6. Undan~-undang omor 33 ~ahun 2004 Tent 
1
g Perimbangan Keua~gan anta~a 

Pemenntah Pusat an Pemenntahan Daerah ( f baran Negara Republ1k Indonesia 
l ahun 2004 Noma 126, Tambahan Lembaran egara Nomor 4438) ; 

7. Peraturan Pemeri tah Nomor 21 Tahun 1988 lt'entang Perubahan Batas Wilayah 
Kotamadya Dati II ' ekalongan , Kabupaten Dati Pekalongan dan Kabupaten Dati II 



Batang (Le baran Negara Republik I 
11 

onesia Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 42, ambahan Lembaran Negara omor 3381 ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 hun 2000 Tentang Tata Cara 
Pertanggun jawaban Kepala Daerah (L baran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomo 209, Tambahan Lembaran : gara Nomor 4027 ); 

9. Peraturan emerintah Nomor 24 T 
I 
un 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Repu I Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan L mbaran Negara Republik In I nesia Nomor 4503) ; 

10. Peraturan E:merintah Nomor 55 Ta n 2005 tentang Da1 1.. Perimbangan 
(Lernbaran egara Republik lndonesi \ Tahun 200G Nomor 137, T ambahan 
Lembaran N gara Republik Indonesia No I r 4575) ; 

11. Peraturan P merintah Nomor 58 Tahu 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lem aran Negara Republik lndo TTsia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No I r 4578) ; 

12. Peraturan P merintah Nomor 39 Ta 2007 tentang Pengelolaan Uang 
Negara/Daer h (Lembarnn Negara Republ I Indonesia Tahun 2007 Nomor 83) ; 

Memperha!il<an : 1. Peraturan M nteri Dalarn Negeri Norn 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Menetapkan 

Pe11gelolaan euangan Daerah sebagai \I ana telah diubah dengan Peraturan 
Me:iteri Dala Negeri Nomor 59 Tahun 107 ten tang Peru bah an Alas Peraturan 
Meriteri Dala Negeri Nomor 13 Tahu \2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Da rah; 

2. Peraturan W likota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman 
PenatRusahaa Pelaksanaan Anggaran Jndapatan dan Belanja Daerah Kota 
Pekalongan T hun 2007 sebagaimana te 1

1
h diubal. dengan Peraturan Walikota 

Pekalongan N mor 3 Tahun 2008 tentang erubahan Lampiran Peraturan Walikota 
Pekalongan N mor 23 Tahun 2006 tentang \1edoman Penatausahaan Pelaksanaan 
,t\nggaran Pen apatan dan Bel mja Daerah 9ta Pekalon~an Tahun 2007; 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN WAL KOTA PEKALONGAN TEN ·, NG PENETAPAN REKENING GIRO 
SATUAN KERJA P RANGKAT DAERAH PAD LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 
PEKALONGAN. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wallikota ini yang dim ksud dengan : 
1. Walikota adalah Walikota Pekalo gan ; 
2. Pemerintahan Daerah adalah -pe yelenggaraan urusan peme~l

1
ntahan oleh pemerintah daerar. dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daer9 (DPRD) menurut asas ota~omi dan tugas .pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya , alam sistem dan prinsip ~gara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Un ang-Undang Dasar Negara , epublik Indonesia Tahun 1945; 

3. Pemerintah Daerah adalah w likota dan perangkat · dae ah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah; 

4. Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah, selanjutnya dising1 at APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintah daerah y2ng I ibahas dan disetujui bersam . 1 oleh pemerintah daerah dan DPRD, 
dan ditetapkan dengan peraturan aerah; 

5. Tahun Anggaran adalah meliputi asa satu tahun mulai dari t \ ggal 1 Januari sampai dengan 31 
Desember; 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah ang selanjutnya disingkat S 11+'D adalah perangkat daerah pada 
pemerintah daerah selaku penggu a anggaran/pengguna baran , 1· . 



7. 

8. 

9. 
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17. 
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20. 
2~. 

22. 

Satuan Kerja Pengelola Ke angan Daerah yang selanju [ a disingkat SKPKD dalam hal ini adalah 
Bagian Keuangan Setda Ko a Pekalongan adalah peran at daerah pada pemerintah daerah yang 
melrisanakan pengelolaan k: uangan daerah; 
Pejabat Pengelola Keuanga Daerai1 yang selanjutnya d1~~gkat PPKD dalam hal ini Kepala Bagian 
Keu3ngan S&tda Kota P -kalongan adalah kepala satuan kerja yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan PBD dan bertindak sebagai ~ndahara umum daerah; 
Bendahara Umum Daerah ~ang selanjutnya disingkat , ID adalah PPKD yang bertindak dalam 
kapc:1sitas sebagai bendahar umum daerah; 
Pengguna Anggaran adal h pejabat pemegang ke : nangan penggunaan anggaran untuk 
melc1ksanakan tugas pokok d n fungsi SKPD yang dipimp r, ya; 
Pejabat Penatausahaan Ke angan SKPD yc3ng selanjut I a disingkat PPK-SKPD adalah pejabat 
yang melasanakan fungsi tat usaha keuangan pada SKP ; 
Bendahara Penerimaan adal h pejabat yang ditunjuk un 1

\ k menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan me pertanggungjawabkan ua I pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaar, APBD pada SK D; \ 
Bendahara Pengelunran ad lah pejabat yang ditunjuk lillenerima, menyimpan , membayarkan, 
menatausahakan, dan mem , ertanggungjawabkan uang ~ntuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD p ~a SKPD; 
Kas Daerah adalah tempat enyimpan uang daerah yan ditentukan oleh Kepala Daerah selaku 
pemegang kakuasaan umum I engelolaan keuangan daera ·

1 
Rekeni;ig K:is Daerah adala rekening tempat menyim , kn uang daerah yar1_~ ditentukan oleh 
Waiikota untdk menampung s luruh penerimaan daerah da11 \membayar seluruh pen99luaran daerah 
pada bank yang ditetapkan; 
Uang Daerah adalah L' :mg yang dikuasai oleh Bendahara Ulillum Daerah; 
Penerimaan Dae1·Gh adalah ua g yang masuk ke kas daera 1

1
; 

Pengeluarar. Daerah adalah u ng yang keluar dari kas dae ·'h; 
Pendapatan Oaerah adalah h k pemerintah daerah yang 1

1
akui sebagai penambah nilai kekayaan 

bersih; 
Belanja Oae1·ah adalah kewajitJan pemeri11tah pengurang nil i kekayaan bersih ; 
Pembiayaan Daerah adalah s mua penerimaan yang perl dibayar kembali dan/atau pengeluaran 
yang akan diterim::1 kembali, aik pada tahun anggaran y rg bersangkutan maupun pada tahun­
tahun anggaran berikutnya; 
Sisa Lebih PerhitLlngan Angg ran yang selanjutnya dising iat SiLPA adalah selisih lebih realisasi 
perierimaan dan pengeluarin a ggaran selama satu periode · Inggar Jn. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan ditetapkannya Per\ turan Walikotr1 ini adalah : , 
a. Sebagai pedoman pelaksanaan A ggaran Pendapatan dan .Bel

1 
nja Daerah Kota Pekalongan; 

b. Pelaksanaan fungsi-fungsi pengu san keuangan daerah disel · 1
1
ggara~an sebagaimana mestinya; 

c. Sebagai alat pengendali dan peng wasan/pemeriksaan penata ,sahaan pelaksanaan APBD. 

BAB Ill 
PELAKSANAAN AN I GARAN PENDAPATAN DA BELANJA DAERAH 

Pasal 3 

Semua penerimaan dan pengeluaran aerah dilakukan melalui Rek · ning Kas Umum Daerh . 

_ Pasal4 \ 

(1) Bendahara Umum Daerah (BUD) membuka rekening kas u ~\um daerah pad a PT. Bank Jateng 
Cabang Pekalongan dalam rangk melaksanakan Anggaran \ ndapatan dan Belanja Daerah Kota 
Pekalongan. \ · 

(2) Bendahara Pengeluaran SKPD m mbuka rekening giro pada T. Bank Jateng Cabang Pekalongan 
untuk menampung pemindahan da a yang bersumber dari APB I Kota Pekalongan. 



(3) Daftar rekening-r8kening giro KPD seperti tercantum dala lampiran Peraturan Walikota ini . 
(4) Pada setiap aknir bulan, PT. ank Jateng agar meminda kukan pendapatan bunga yang terdapat 

pada rekening-reki:ming giro S PD ke rekening kas umum krah . 

Pasal 5 

(1) Dalam hal SKPD membuka re 1ening lain gun a pelaksanaan 
I 
PBD selain rekening giro yang tercantum 

dalam Lampiran ini , Pengguna nggaran/Pengguna Barang gar melaporkan ke Walikota Pekalongan 
melalu1 BUD. \ 

(2) PenGapatan bunga yang diper leh dari pembukaan rekeni , seperti dimaksud pad a ayat (1) diatas, 
agar disetorkan ke rekening ka umum daerah. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTU I 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini berlaku sejak anggal diundangkan . 

I\ 

A.gar setiap orang mengetahuiny , memerintahkan pengund rngan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daera Kota Pekalongan . 

Ditetapkan di Pekalonga 
pada tanggal 23 Juli 2 1 8 

WALi 

Cap 
ttd 



Larnpiran : IR\ eraturan Wali(:ita Pekalongan 
Nomor : 3 Tahun 2008 
T anggal : ~3 Juli 2008 
Ten tang : ~

1
~netapan Rekening Giro Satuan Kerja 

F a angkat Daerah Pada Lingkungan 
F 

I 
merintah Kata Pekalongan 

No. Nama 0emilik Rekening 
2 

_J __ .. . ~E:e~I? .~.a~_Y'{~_kil .. Kep.aJa. Dae re h 
2 Sekretariat Daerah 
3 Sekretariat DPRD 

.. _4_ ... 9-_i_~§l.~_~e.ndapatan Daerah 
5 Badan Pereneanaan PembangL nan Daerah (Bappeda) 
6 Badan PengaVvas Daerah (Baw sda) 
7 Badan Arsip Dc1ta Elektronik dar Perpustakaan Daerah 
8 Badan Pemberdayaan Masyara at dan Keluarga Berencana 

. -~ _ .~~e.a.matan Pekalongan Timur \\ 
10 ·- --~~g§m.a_ta~ P.~ka~o~_g~n Baral 

"' __ 11 ____ ·-Kecamatan Pekalongan Utara _ 
__ ____g __ Keeamatan.Pekalongan .. Selatan ~ . . ....... -· 
__ J] _ Kantor Kesatu,m Bangsa dan._ Pe _l!n~_~n_gan Masyarakat 
.. ·--1·4 -~-~~tor Satuan ~olisi_.Pan.1on_g Pr. i.a (~atpol PP) 

1_~ . _gi~_~s Pert~_nian, P.~.t~~~8..k.8.~ ~_ar ~K-~I.~_u!an 
16 Dinas Perindustrian, Perdagang, h dan Koperasi 

---_) 7~ ·-pinas Pengelolaan Pasar dan ~~ fogang ·Kaki Lima 
18 ~i_nas Tenaga Kerja dan Transmi rasi 
19 Dinas Kesehatan 

--------· - ---···-··. 
20 Dinas ?endidikan 
21 UPTD Pendidikan Kee. Pekalong, n Timur 
?.2 UPTD Pendidikan Ke:::. Pekalong, n Barat 
23 UPTD Pendidikan Kee. Pekalong, n Utara 

_ 24 . ·- _UP.TD Pendidikan Kee. Pekalongc n Selatan 
25 ~~~N 01 _P.ekalongan 

·-·1§_ ... _§~pN 02 Pekalong_an 
__ _ 27 . _._?~ P.~ .0.3_?.e~9_1.c~.9an_. -· ·- ··· ___ _ 

. -·-~ · __ §~PN 94 PekalonQa.n 
29 SMPN 05 Pekalongan 

-· 30 ~~~_P. ~_Q6 ~~kal°-~9_8.n ._ -··---· _ .. 
31 SMPN 07 Pekalongan 

...... ~-?.. __ _§_M.Pi l .98 Pekalong.~m 
__ ~] ___ .. . §.~~N _09 Pe_kalonQan_ .. 

34 SMPN 10 Pekalongan 
35 SMP~l 11 Pekalongan 

--·-~-~---·- .S_M. P.N .12. P.ekalongan 
~-~Z ___ SMPN _13 Pekalongan ... ___ _ 
L.l ~--·-· -~M..~_N _14 ~ekal~n_gan 

39 SMPN 15 Pekalongan 
--··-~-°-· _ .~~1'~_1_6._~i kal~6g~n . · ·_:·:-.. _ .. ·~:··~ ··- · · 
~-.1·~···-·- _S~~N J_? _ _P.~kalo~_ga.n . __ _ _ _.. . .... 
___ J~-- -·~M~~-·_QJPekalongan __ ·-···-···-- -···. ·-
___ '.!_~ ---· SMAN 02 Pekalongan _____ , ... ·••- _ .. __ 

44 _ S~~N 0~ P.e~alongan .. . ... 

-··--1? ... ~-~-A..~ .Q.4 P.ekal~n-~a.n. .. .. -··· 
__ J_?. _____ -~-~K-~ .0J_P._ek.al~nga~ 

\ 
I 

\\ 

I 

I 

I 

I 

--
; 

Nomor Rekening 
3 

----·--·---···------ -
100701431 .5 

·----·-·-·-- ·---....l l 
100701432.1 
·-------------· -

100701433.7 
.... ·- ------. ·----------

100701434 .3 
100701435.9 

.. - -- . --- --- ······-· - -
100701436.5 
100701437.1 
100701 438.7 
100701439.3 
100701440.6 
100701441 .2 
,:10701442.8 

--- ·••·- -- ··- --·•-- ..... -- -----------
100701443.4 

-·· --- ------------ - ----- ----
100701444.0 

-· ·---- --·-·----- ----· - -·- · ---
100701445. 6 

- -- ----·-------•--------·----
100701446.2 

-· - --- ·-- ·-· -----------
100701447.8 

---·· .. - -- - - -
100701448.4 
100701449.0 
100701450.3 

. -· - .. - -· ---·---·· --
100701451.9 
100701452.5 
100701453.1 

...... ·--· -•· ·-·--------
100701454.7 
100701455.3 

. -· ·-·---- - ------
100701456.9 

- ··-· .. ·-·-----···---·------
100701457 .5 

-·· -------· 
100701458.1 
100701459.7 

- ·-- -•· · ··-·- ... ·---··· -
100701460.0 

·-·-- ... •· -·--- -----------·----- --
100701461.6 
100701462.2 

--------------··- - -·-- -- -
100701463.8 
···-- - --- - ··------ -·- -
100701464 .4 -- •·•• --·-· ··-·-----·-
100701465.0 
100701466.6 

--· ----•-·•-· -- -·· -- - . - - . -
100701467.2 

... - ··- ----·-·-· - ----- ------· 
100701468.8 ----- ·--
100701469.4 

·••··•·· ... -·-·- -·-·-·- . -··- - ··-·--- -·-----------··· 
100701470.7 
... -- ·--- ·---·----· -·-·--· --

' 100701471.3 
. . .. - -- ·--···--·-··-·-·------'' 

10070147?.9 
-··· ···-·-·---·-••·--·-·- ---

100701473.5 ---- ---
100701474.1 

··---- ·--·--
100701475 .7 -- .. --··- -------·-····-• ·· ·-·-···-- ·--··•·-- -··--
100701476.3 



' 11 

. ;,;_r.=:- --==:;::':===========;=;:====:::::::========l:l=#====:;============ 
" No. Nam Per,1ilik Rekening Nomor Rekening 

1 2 3 
47 __ s_~~N o~ P.~k.a,long~m 100701477.9 

.... ·- ·-····--- ·---------11 

48 _ ~-~-K.N 03_ P_ekalongan 100701478.5 
__ 4~_ . _ .t?~tor K.esejahteraan_ Sosial __ 100701479.1 

- - ... ·-·--·--·--·-
___ 50 ___ _ gl~_?_S cen~_t~a~ ~ota dan Lin __ ~_r:1_9-an Hidup (DPKLH) 100701480.4 

----- --------- ----------
_ --~! __ Din as _Pekerjaan umum 100701481 .0 

- - ----, 
52 _ Di_na,s Perhubungan 100701482.6 

- - - -- ·--- -· ----------
53 .. K._a_ntor Kependudukan dan Ca atan Sipil 100701483. 2 
54 Kantor Pariwisata dan Kebuda~aan 100701484.8 

Walikota Pekalongan 
Cap 

ttd 

Mohamad Basyir Ahmad 
Sesua dengan Aslinya 

Y,abgM· naambil Salinan 
1 i f''\. 4 • rt 5l 

SEK'~ • DAERAH 

da 
, 471 
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